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ABSTRAK

Nama : Putri Rizki Sukma

NIM : 200102067

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari’ah
Judul : Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan
Produk Halal (Studi Sertifikasi Terhadap Produk
Kosmetik Minyeuk Pret)

Tanggal Munagasyah : 2 April 2024

Tebal Skripsi :92 Halaman

Pembimbing | :Dr.lda Friatna, M.Ag.

Pembimbing Il :Shabarullah, M.H.

Kata Kunci : Sertifikasi halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016,

Sistem Jaminan Produk Halal, Minyeuk Pret.

Sebagai provinsi yang berbasis syariat, menjadi penting untuk merujuk kepada
Qanun yang berlaku di wilayahnya seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016
tentang kehalalan sebuah produk yang beredar di Aceh, ditambah lagi program
pemerintah yang mengusung wisata halal akan sangat penting dirasa bahwa
keberadaan produk produk halal di masyarakat ini menjadi topik utama. Dalam
hal ini keberadaan Minyeuk Pret yang menjadi objek penelitian penulis sudah
cukup dikenal di kalangan masyarakat Aceh, namun penggunaan alkohol pada
salah satu bahan bakunya menyebabkan belum adanya sertifikasi halal pada
produk ini. Skripsi ini difokuskan menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana
proses sertifikasi halal dilakukan oleh manajemen Minyeuk Pret untuk produk
yang telah dipasarkan kepada konsumen, 2) Bagaimana upaya pihak manajemen
Minyeuk Pret memenuhi standar halal yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun
2016 dalam proses sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI, 3) Bagaimana
tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap Sertifikasi Halal produk pada
Minyeuk Pret. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat
deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris, data yang diperoleh
berdasarkan dari hasil wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa,
pertama, terhadap produk yang telah dipasarkan kepada konsumen, Minyeuk
Pret melakukan komunikasi dan memberikan keyakinan bahwa produk parfum
yang diproduksi oleh Minyeuk Pret merupakan produk yang telah sesuai standar
kualitasnya. Kedua, berdasarkan Qanun Aceh Minyeuk Pret tidak memenubhi
standar halal, namun telah memenuhi semua segi standar penataan dan
pengawasan pada produknya. Ketiga, Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun
2016 pada pasal 35 bahwa usaha Minyeuk Pret belum bisa mendapatkan
sertifikasi halal karena adanya satu komponen dalam bahan baku produksi,
yakni alkohol.
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Dengan mengucap Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur
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Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu
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segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.

2. Bapak Dr. lur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi
Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.l., M.E.I selaku
Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang
ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Ucapan cinta dari lubuk hati terdalam penulis utarakan kepada Ibunda
Mawarni yang telah mendoakan, menasehati dan memberikan kasih
sayang kepada penulis, serta abang abang penulis sebagai motivator
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yaitu Daudy Sukma, Fajar Sukma, dan Ichsan Sukma, dan seluruh
keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan
senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

Ibu Dr.lda Friatna, M.Ag selaku pembimbing | dan Bapak Shabarullah,
M.H selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu, meluangkan
waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini
bisa terselesaikan.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen Metodologi
Penelitian Hukum yang sejak awal mengarahkan penulis dalam
penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi
sebuah skripsi yang utuh dan selesai ini.

. Terimakasih kepada ummi, ust dan ustzah di TPA Al- Munira selaku
guru kami yang selalu menuntun dan memberikan support.

Kepada sahabat-sahabat penulis Silva Namira, Jumaika Zwana, Alya
Khazinatul, lkhwanul Afwa, Salsabila Fathia, dan alumni Hukum
Ekonomi Syariah kak Elisa Putri S.H, Raudhatul Jannah S.H. juga
alumni lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Terimakasi penulis ucapkan karena berkat support, nasehat dan saran
dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan.

Dan terakhir kepada diri sendiri Putri Rizki Sukma yang sampai hari ini
telah menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, yang telah kuat dan
tetap semangat menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam

perjalanan penyusunan karya ilmiah ini.

vii



Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.
Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di
waktu mendatang dan mampu-memberikan kontribusi yang bernilai positif
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.

Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Altf tidak tidak B ta’ i te (dengan titik
dilamba | dilambangk di bawah)
ngkan an
w Ba B Be k. za z zet  (dengan
titik di bawah)
& Ta’ T Te & ‘ain ‘ koma terbalik
(di atas)
&y Sa’ S es (dengan & Gain |G Ge
titik di atas)
z Jim J Je s Fa’ F Ef
Ha’ h ha (dengan | 3% Qaf Q Ki
< titik di &
bawah)
C Kha’ Kh ka dan ha Sl Kaf K Ka
3 Dil D De J Lam |L El
3 Zal Vi zet (dengan a Mim | M Em
titik di atas)




B Ra R Er O Niin En
B Zai 4 Zet 5 Wau We
o Sin S Es . Ha’ Ha
g Syin Sy es dan ye - Hamz Apostrof
ah
U Sad > e_s_ (dengaq ¥ Ya’ Ye
titik di
bawah)
S Dad d qe_ (dengaq
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I

dammah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama huruf

Gabungan huruf

Nama

fathah dan ya’

Ai

adani




e fathah dan wau Au adanu

Contoh:
‘—'35 -kataba el
u:\S -kaifa d}% -haula
Jﬁ -fa‘ala 353 -Zukira
‘}—‘;53-’ -yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan | Nama
Huruf Tanda
W CRNT- fathah dan alif atau ya’ | A a dan garis di atas
.5 kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

Jua -qala

g_:,-;:) -rama

d:@ -gila

333-’:. -yaqiilu
4. Ta’ marbiitah
Transliterasi untuk ¢ta 'marbitah ada dua:
1) Ta’ marbitah hidup
Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbiatah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.
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3) Kalau dengan Kkata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
J uby\:‘-*"ﬁ) -raud ah al-agfal
L . -raud atul atfal
iJJ—‘-ﬂ \4-‘-’3&3‘ -al-Madinah al-Munawwarah
_ -AL-Madinatul-Munawwarah
ZENI -alpah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

C‘::) -rabbana

d,)-' -nazzala

jé” -al-birr

e -al-hajj

~ -nu’ ‘ima
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:

dféj‘ -ar-rajulu
52l -as-sayyidatu
Oyl -asy-syamsu

ém‘ -al-galamu

axll al-badiu

JSA -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
AL
SRS G -ta’ khuziina
95—“‘ -an-nau’
(e -syai’'un
o) -inna

2

L6 g .
‘—‘)‘9‘ -umirtu
ds‘ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
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maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:
u-‘-S‘J‘)JU-‘;}QJ ) 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigim
-Wa innalldha lahuwa khairurrazigin
u\):bd‘jlz‘ﬁ\\j;ju -Fa auf al-kaila wa al-mizan

-Fa auful-kaila wal- mizan

JUAN ZR153 g al-Khald
-Ibrahimul Khalzl

) U-“}*i‘ju"ﬁ fm\ e:-“;’ -Bismillahi majraha wa mursah
el fa e W) e i Wa lillahi “ala an-ndsi hijju al-baiti

3;\.:\;» ‘i\-‘j\ 2 LL?‘:-“\ L/J*’“ -Man istata ‘a ilahi sabila
9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh: .

O3 383483 wa ma Muhammadun illa rasul
o Ll Ba s ly uajj\ u\ -Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi

:\SJ L :\S:‘f LSQH -lallazi bibakkata mubarakkan

U\JQM ‘5—;‘? J)/-" LSQM Q\.la.’q)f)é_;u -Syahru Ramadan al-lazi unzila fin al-Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu

Q;-‘-‘ﬁ‘ dﬂy Lj ;":)mj -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
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Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
il Gl o5y S gshamdu ditiahi rabbi al- alamn
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
‘ﬂ—‘-‘)g &‘-;‘33 f&“ &63:-43 -Nasrun minallahi wa fathun qarib
[ESVES }“y‘ 4’-‘ -Lilldhi al-amru jami ‘an
sle oo 5 I waniaha bikulli syai‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:

Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah
penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam salah satu agama yang peduli terhadap aktivitas umat yang telah
diatur sedemikian rupa menyangkut kehidupan manusia. Pemanfaatan dan
kemudharatan dari segala aspek kehidupan memberikan petunjuk yang jelas
bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat maka diperbolehkan,
sementara segala sesuatu yang memberikan mudharat maka Islam melarangnya.*

Produk halal merupakan produk yang memenuhi syarat kehalalan yang
sesuai dengan syariat Islam, ditetapkan bahwa zat nya tidak mengandung babi,
atau tidak berasal dari babi, setiap komposisi yang digunakan pada produk
berasal dari hewan halal yang disembelih dengan syariat Islam. Produk yang
halal tidak mengandung komposisi yang diharamkan seperti zat yang berasal
dari organ manusia, darah, atau kotoran, semua tempat penyimpanan, tempat
penjualan, pengolahan, atau tempat pengolahan bahkan transportasinya tidak
digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, apabila pernah
digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terdahulu harus
dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.

Pengaturan penggunaan produk halal memiliki 2 hal yang saling terikat,
yakni sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal berupa fatwa tertulis MUI
(Majelis Ulama Islam) yang di dalamnya menyatakan kehalalan suatu produk itu
sesuai dengan syariat Islam berdasarkan pemeriksaan secara detail yang
dilakukan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Kosmetika). Adapun labelisasi halal berupa perizinan pemasangan kata “Halal”
pada suatu produk yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan

! Thabieb al-Asyhar, Bahaya Makanan Halal Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan
Kesucian Rohani, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), him. 136.

2 Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, (Jakarta:
Khairul Bayan, 2003). him. 27-28.
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Makanan) berdasarkan rekomendasi dari MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan
olen MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI. Sertifikasi halal dan
labelisasi halal saling terikat disebabkan sertifikasi halal merupakan syarat untuk
mendapatkan izin pencantuman label pada kemasan suatu produk.

Sertifikasi halal memiliki kedudukan yang sentral dalam hukum nasional
karena sertifikasi halal tertulis dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum mempunyai kekuatan
dan kepastian hukum yang bersifat imperatif. Dalam hal ini pentingnya
sertifikasi halal itu mendapatkan kedudukan serta mendapatkan payung hukum
agar masuk ke dalam sebuah sistem hukum termasuk sistem hukum nasional
guna melindungi kepentingan konsumen.®

Undang-undang yang telah dibuat mengenai aturan yang memberikan
perlindungan terhadap masyarakat telah cukup produktif, saat ini Indonesia telah
memiliki ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan
perlindungan terhadap konsumen. Tepatnya pada saat Indonesia membentuk dan
menetapkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-
undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menggantikan Undang-undang
Pangan No.7 Tahun 1996, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah N0.69 Tahun 1999 Tentang
Label dan Iklan Pangan, Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang RI No.
33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Qanun Aceh No 8 Tahun
2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Peraturan tersebut
mewajibkan semua produk harus terjamin kehalalannya.*

Terkait kajian jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan

menunjukkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Badan

® Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum
Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017.

* Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan
Maasyarakat Islam dan Penyelanggara Haji, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, (Jakarta :
Departemen Agama RI, 2003), him. 62.



Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) telah diperkuat sehingga
penyelenggaran jaminan produk halal dan keberadaan lembaga pemeriksa halal
menjadi terorganisir, adanya biaya permohonan penerimaan sertifikat halal
menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak, namun tetap adanya kelemahan
yang menjadikan alur pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang, rawan
konflik dan juga -masih membutuhkan pengaturan transparansi dan
akuntabilitas.’

Di Aceh, pemerintah memberi wewenang penuh kepada LPPOM MPU
Aceh (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh) yang menangani masalah produk halal sesuai
dengan syariat islam. LPPOM MPU Aceh secara hukum memiliki kompetensi
yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Jaminan
Produk Halal.

LPPOM MUI Aceh memberikan sertifikasi halal untuk dapat
memastikan bahwa produk yang masyarakat konsumsi atau gunakan sesuai
dengan prinsip-prinsip halal. Adanya sertifikasi halal oleh LPPOM MPU Aceh
juga dapat membantu produk lokal atau industri di Aceh untuk mengakses pasar
yang lebih luas, termasuk pasar global. Karena banyaknya konsumen Muslim di
seluruh dunia hal ini dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi produk-produk
dari Aceh. Aceh juga memiliki identitas budaya dan agama yang kuat, dalam hal
ini dapat mencerminkan komitmen untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut.
juga dapat membantu melestarikan identitas dan kearifan local bahkan tetap
berintegrasi dengan pasar global.

LPPOM MPU dibentuk berdasarkan fakta di lapangan bahwa banyak
industri baik itu pangan, obat-obatan maupun kosmetik yang masih belum

berstifikasi halal. Seperti yang terdapat pada salah satu produk kosmestik

® Cut Zamharira , Mugni Affan Abdullah “Trend Makanan Korea di Banda Aceh;
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” Jurnal Geuthéé: Penelitian Vol.
05, No. 02, Agustus, 2022.



parfum Minyeuk Pret. Ketika sebuah produk tidak memiliki sertifikasi halal,

maka

konsumen yang memprioritaskan kehalalan akan memilih untuk

menghindari atau tidak menggunakan produk tersebut. Sertifikasi halal dari

lembaga seperti LPPOM MUI memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa

produk tersebut memenuhi standar kehalalan Islam dalam produksi dan

komposisinya.

Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem

Jaminan Produk Halal Pada pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

h)

i)

Pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal
terhadap produk yang belum bersertifikat halal

mengangkat penyelia/pengawas produk halal pada perusahaannya;
memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;

menjaga proses kehalalan produk;

memperbarui  sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal
berakhir;

melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal
secara berkala;

memajang  Sertifikat Halal LPPOM MPU  Aceh pada
tempatusahanyayang mudah dibaca oleh konsumen; dan

mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan
produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Pasal 35 menyebutkan bahwa: *

a)
b)

c)

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk
yang tidak halal/tidak bersertifikat halal,

Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum
bersertifikat halal;

mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-
undangan

Dari peraturan Qanun Aceh di atas, jelas bahwa perlindungan terhadap

konsumen sangat kuat legislasi hukumnya, namun masih ada pelaku usaha yang

hingga kini enggan mengajukan sertifikasi halal, adapun ketika suatu produk

® pasal 34 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
" Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminnan Produk Halal.



sudah berstifikasi halal, hal tersebut tentu saja menguntungkan produsen dan
memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Minyeuk Pret yang menjadi objek penelitian penulis dalam karya ilmiah
ini belum memiliki sertifikasi halal sebagaimana yang diharuskan dalam Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Poduk Halal (SJPH).
Dimana dalam ganun tersebut disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak
bersertifikat halal. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha
Minyeuk Pret bahwa usaha ini telah mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM
MUI. Dikarenakan proses yang cukup panjang untuk memperoleh sertifikasi
halal ini membuat Minyeuk Pret belum memiliki sertifikasi halal sampai saat
ini.®

Pada setiap perusahaan, sertifikasi halal merupakan hal yang sangat
mendasar karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan Muslim. Dalam
konteks ini tidak banyak dari perusahaan yang bergerak di industri kosmetik
membutuhkan sertifikasi halal, adapun Minyeuk Pret berfokus untuk
mewujudkan industri kosmetik parfum Minyeuk Pret memiliki standar halal.
jika dilihat berdasarkan notabennya masyarakat Aceh, daalam hal ini merupakan
isu yang penting untuk diwujudkan.

Adapun kendala yang dialami Minyeuk Pret dalam hal pengajuan
sertifikasi halal mengacu pada komposisi dari bahan yang digunakan pada
produk, salah satu bahan baku nya adalah etanol atau alkohol. Bahan baku ini
yang membuat Minyeuk Pret kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Karena
pada dasarnya etanol atau alkohol dianggap haram atau tidak diperbolehkan
dalam Islam.

Alkohol yang dihasilkan dari fermentasi atau penyulingan bahan bahan

yang dapat memabukkan dianggap sebagai benda najis yang tidak

® Hasil wawancara dengan Daudy Sukma, (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 14
Desember 2023.



diperbolehkan. Karena pada dasarnya alkohol yang biasanya digunakan pada
minuman keras, hari ini diproduksi menjadi produk produk kosmetik. Dalam hal
ini dibutuhkan pembuktian bahwasanya alkohol yang digunakan oleh Minyeuk
Pret merupakan alkohol yang diperbolehkan dan tidak digunakan untuk
keperluan yang menyebabkan haramnya wujud alkohol itu.

Proses pengurusan sertifikasi halal membutuhkan waktu yang sangat
lama. Ketika bahan baku yang digunakan merupakan alkohol, maka harus
dipastikan alkohol yang digunakan berasal dari bahan baku yang diperbolehkan
dan proses produksinya sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Adapun pada
proses produksi harus ditelusuri untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau
penggunaan bahan haram selama produksi alkohol. Kemudian kandungan
alkohol harus dibatasi sesuai dengan standar agar memenuhi persyaratan halal.
Pada tahap pembersihan, harus dipastikan bahwa proses tersebut juga tidak
melibatkan bahan haram dan sesuai dengan standar halal.’

Regulasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan
Produk Halal masih belum optimal dilaksanakan oleh pelaku usaha masyarakat
Aceh, karena masih banyak pelaku usaha yang menyepelekan pengajuan
sertifikasi halal mengingat pengajuan ini membutuhkan waktu sangat lama yang
mempengaruhi pelaku usaha sehingga enggan melakukan pengajuan sertifikasi
halal. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang
akurat dalam hal menghilangkan keraguan pada konsumen serta menjamin hak
hak konsumen yang tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan dan
budaya Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini sehingga penulis

menformat penelitian ini dengan judul “Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh

® Hasil wawancara dengan Nura Ustrina, kepala lab pihak Minyeuk Pret pada tanggal
14 Desember 2023.



NO 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap
Produk Kosmetik Minyeuk Pret)”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan

masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan oleh manajemen
Minyeuk Pret untuk produk yang telah dipasarkan kepada
konsumen?

2. Bagaimana pihak manajemen Minyeuk Pret memenuhi standar halal
yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 dalam proses
sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI?

3. Bagaimana tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap
Sertifikasi Halal produk pada Minyeuk Pret?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin peneliti

capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh
manajemen Minyeuk Pret pada produk yang telah dipasarkan kepada
konsumen;

2. Untuk mengetahui bagaimana pihak manajemen Minyeuk Pret
memenuhi _standar halal yang ditetapkan Qanun Aceh No 8 Tahun
2016;

3. Untuk menganalisis tinjauan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap
sertifikasi halal produk pada Minyeuk Pret



D. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian
kata dan frase dari judul skripsi ini yang bertujuan untuk memudahkan penulis
memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk
judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel
penelitian dengan jelas dan sesuai sasaran. Penjelasan istilah ini penulis
paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:
1. Sertifikasi halal
Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian
dalam rangka penerbitan sertifikat.'® Halal berasal dari bahasa Arab yang
berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti
hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait
dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai
segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. **
Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang
dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan
oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem
hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena
sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia khsusunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal. Selain itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI
ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah
mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan

yang ada. *2

9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

Y yusuf shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan : Kencana 2013) him. 110.

 Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum
Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017.



2. Qanun Aceh

Secara terminologis, Qanun merupakan ketetapan hukum yang
berlaku dalam masyarakat yang dihasilkan dari ijtihad para ulama untuk
kemaslahatan umat. Qanun merupakan peraturan daerah yang setingkat
dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di
Aceh. 3

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis
peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi
ganun ini memberikan pemahaman bahwa ganun di Aceh terdiri atas dua
kategori yaitu Qganun Yyang mengatur materi penyelenggaraan
pemerintahan dan @ganun yang mengatur materi penyelenggaraan
kehidupan masyarakat Aceh.*

3. Jaminan

Jaminan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah
janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain
apabila utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Arti lainnya dari
jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima.’®

Jaminan menurut SK -~ Direksi Bank Indonesia Nomor
23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 adalah suatu keyakinan kreditur
bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang
diperjanjikan. *°

3 Al-Yasa® Abu Bakar,“Qanun dan Kedudukan Qanun Dalam Perundang-Undangan”,
2019, him.43.

% Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Kamus Besar Bahasa Inodonesia, Diakses melalui situs:
https://kbbi.lektur.id/jaminan, tanggal 14 Desember 2023.

'® SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.
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4. Produk Halal
Produk Halal menurut UU Jaminan Produk Halal adalah produk

yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. *’
5. Minyeuk Pret
Minyeuk Pret merupakan salah satu merek parfum asli Aceh yang
diluncurkan sejak tahun 2015 silam. Minyeuk Pret sendiri merupakan
gabungan dari dua kata bahasa Aceh yang bila diterjemahkan secara
literlek akan berarti minyak (minyeuk) dan semprot (pret) yakni minyak
semprot alias parfum.®
E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk
penelitian skripsi ini untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga
otentitas penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian
karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu, baik
itu berupa karya ilmiah maupun artikel yang menjadi referensi penulis dalam
menghasilkan karya ilmiah. Sejauh ini penelitian terkait Sertifikasi halal
berdasarkan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 belum ada penelitian yang secara
khusus dan spesifik membahas terkait sertifikasi halal produk Minyeuk Pret
sebagai objek penelitiannya. Adapun judul topik penelitian ini adalah “Sistem
Sertifikasi Halal Dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan
Produk Halal (Studi Terhadap Produk Kosmetik Minyeuk Pret)”.

Pertama “Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem
Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh
Di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar) ”, yang ditulis oleh Nurul
Rizati pada tahun 2022. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah mengapa
pelaku usaha home industry makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan

' Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk
Halal.

BMinyeuk Pret, Diakses melalui situs:
https://www.scribd.com/document/435737137/Minyeuk-Pret tanggal 14 Desember 2023.
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Bada Aceh Besar belum melakukan sertifikasi halal, bagaimana Penerapan
Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada
home industry makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar
dan bagaimana pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha produk
makanan khas Aceh yang tidak bersertifikasi halal yang dilakukan olenh LPPOM
MPU Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku usaha home industy
makanan di Lampisang belum memiliki sertifikasi halal karena mereka memiliki
banyak alasan diantaranya faktor biaya yang besar dalam hal pengurusan
sertifikasi halal . *°

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Nurul Rizati dapat diketahui
perbedaan yang sangat jelas berdasarkan objeknya, bahwa yang diteliti oleh
Nurul Rizati adalah penerapan Qanun Aceh terhadap makanan khas Aceh di
Lampisang, sedangkan penelitiasn penulis adalah sistem penerapan Qanun Aceh
terhadap produk parfum Minyeuk Pret.

Kedua “Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan
Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ”, yang ditulis oleh
Cut Zamharira dan Mugni Affan Abdullah pada tahun 2022. Jurnal ini bertujuan
mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh)
pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada gerai makanan Korea di
Banda Aceh yang telah tersertifikasi halal oleh MPU Aceh. °

Y Nurul Rizati, “Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem
Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Home Industry Makanan Khas Aceh Di Lampisang
Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)”, (Skripsi UIN Ar-Raniry), 2022.

2 Cut Zamharira , Mugni Affan Abdullah “Trend Makanan Korea di Banda Aceh;
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh” Jurnal Geuthég: Penelitian Vol.
05, No. 02, Agustus, 2022.
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Jurnal yang telah dihasilkan olen Cut Zamharira dan Mugni Affan
Abdullah diatas berfokus pada penyelenggaram jaminan produk halal yang
dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap makanan Korea yang beredar di
Aceh, sedangkan penelitian penulis berfokus pada sertifikasi halal pada produk
kosmetik Minyeuk Pret.

Ketiga “Analisis Proses Produk Halal Pada Industri Rumah Tangga Al-
Barokah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ”, yang ditulis oleh
Lesta Pangesti pada tahun 2023. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah
bagaimana jaminan kehalalan dan standarisasi kebersihan pada produk makanan
di industri rumah tangga al-Barokah Desa Jurug Kecamatan Sooko dalam
perspektif UU Nomor 33 Tahun 2014. Hasil dari penelitan ini bahwa pada
produk makanan masih ditemukan bahan yang belum memiliki label halal MUI
dan juga masih ditemukan proses yang diragukan kebersihannya sehingga
standarisasi halal berdasarkan cara memprosesnya tidak menjaga kebersihan
makanan secara menyeluruh. *

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Lesta Pangesti dapat diketahui
bahwa penelitian yang ditulis di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang
penulis lakukan. Penelitian di atas ditinjau berdasarkan perspektif UU Nomor 33
Tahun 2014, sedangkan penelitian penulis ditinjau berdasarkan Qanun Aceh
Nomor 8 Tahun 2016.

Keempat “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal
Menurut UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh
Nomor 8/2016 Tentang Jaminan Produk Halal” yang ditulis oleh Aning
Rosmawati pada tahun 2019. Temuan pada skripsi ini bahwa perlindungan

konsumen terhadap produk halal dengan adanya label halal dan sertifikast halal,

! Lesta Pangesti, “Analisis Proses Produk Halal Pada Industri Rumah Tangga Al-
Barokah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”, 2023.



13

bentuk perlindungan konsumen terhadap sistem jaminan halal yaitu adanya
sistem yang sesuai dengan ketentuan. %

Skripsi yang dihasilkan oleh Aning Rosmawati membahas tentang
perbedaan dan persamaan antara perlindungan konsumen terhadap produk
makanan halal menurut UU Nomor 8/1999 dan Qanun Aceh Nomor 8/2016
tentang Jaminan Produk Halal sedangkan skripsi penulis membahas tentang
perspektif Qanun. Aceh Nomor 8 Tahun 2016 terhadap produk kosmetik
Minyeuk Pret.

Kelima “Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016
tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik
waterproof di Banda Aceh)” yang ditulis oleh Nurul Misbah pada tahun 2019.
Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pemahaman masyarakat
Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik waterproof,
dan pandangan Qanun Aceh No 8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan
kosmetik waterproof yang digunakan oleh masayarakat. %

Penelitian berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Nurul Misbah di atas
dapat diketahui perbedaanya berdasarkan objek penelitian. Pada penelitian di
atas diketahui kosmetik waterproof sebagai objeknya, sedangkan penelitian
penulis objeknya merupakan parfum Minyeuk Pret.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka

penyelesaian suatu masalah. Fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan

informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi

? Aning Rosmawati, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Halal
Menurut UU Nomor 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Qanun Aceh Nomor 8/2016
Tentang Jaminan Produk Halal”, 2019

2 Nurul Misbah, “Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik waterproof di Banda
Aceh)” , 20109.
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alternative untuk penyelesaian masalahnya. ** Oleh karena itu metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu perencanaan dan prosedur yang
memuat tahapan mulai dari dugaan awal hingga menggunakan metode terperinci
dalam mengumpulkan data, analisis data serta interpretasi. Setiap keputusan
terhadap penggunaan pendekatan yang digunakan akan mempengaruhi hasil
suatu penelitian.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach)
yaitu pendekatan yang melihat pada kenyataan hukum dan bagaimana
implementasi hukum di lapangan secara konkret yang bertujuan untuk dapat
menggunakan fakta hukum menjadi satu sudut pandang mencari solusi atas
permasalahan yang terjadi berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal.

2. Jenis penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris
yang berfungsi untuk meninjau langsung Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal tersebut diatas sudah dijalankan sebagaimana
seharusnya di lapangan yaitu pada produk parfum Minyeuk Pret sehingga nanti
akan digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian label halal yang
seharusnya yang telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 8 tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal.

3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan

dalam penelitian.?> Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder

dalam penelitian ini.

% Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi,
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, HIm. 25.
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a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari
sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data
kuantitatif. 2° Data primer dalam penulisan ini berdasarkan peraturan
perundang-undangan, yaitu kitab undang-undang hukum pidana, dan
peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh melalui
hasil wawancara dengan pihak Minyeuk Pret yaitu owner Minyeuk Pret
dan kepala laboratorium Minyeuk Pret.
b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui
hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik
berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. > Sumber data sekunder
pada penelitian ini diperoleh dari buku yang berkaitan dengan hukum,
jurnal hukum, skripsi hukum, dan karya ilmiah dan sumber sumber yang
berkaitan dengan penelitian ini.
c. Data tersier

Data tersier yaitu sumber data yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan sekunder, *® yang terdiri dari, kamus
hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  memperolen data sebagai objek kajian maka penulisan
menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Adapun penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

% Kasiram, Metode Penelitian, (Malang: UIN Malang Press, Cet Ke-1, 2008) him. 113

% Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi,Jakarta:Raja Grafindo
Persada, 1999, him.122

?’Muhammad Teguh, Metodologi...., him.121 .

»Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, PT. Raja
Grafindo Persada, (Jakarta, 2004), him, 119.
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a. Wawancara/Interview
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak

peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan

memberikan jawaban. ?* Dalam hal ini penulis telah mempersiapkan

daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau yang

diwawancarai untuk memperoleh data data yang dibutuhkan dan penulis

telah melakukan wawancara dengan pihak Minyeuk Pret secara

langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen,

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang

dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari

penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat

dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh

foto-foto atau Kkarya tulis akademik yang sudah ada.*® dokumentasi

dalam penelitian ini berupa foto, data produk, data visi misi.

5. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen Penelitian atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan juga hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Adapun instrument yang
digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara penulis
menggunakan instrument kertas, alat tulis, alat perekam untuk merekam

keterangan yang diberikan oleh narasumber .

»Muhammad Teguh, Metodologi...., him.136.
% Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. 2019.
Bandung: ALFABETA.
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6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang
diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain.®* Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode
kualitatif yang memahami dan menganalisis data berupa teks atau materi non-
angka. Metode ini dilakukan dengan membaca dan menelaah data data yang
diperoleh, mengklasfifikasikan data, dan menarik kesimpulan untuk
mendapatkan informasi yang actual.

7. Pedoman Penulisan

Adapun referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan
karya ilmiah ini adalah:

a. Buku Figh Muamalah dan Ekonomi Islam

b. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang berisi
uraian sub bahasan yang telah disesuaikan dengan pembahasan masing-masing
bab. Pembagian empat bab dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai
tinjauan umum landasan teori, dalam hal ini penulis menjelaskan konsep
sertifikasi halal dalam Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan
Produk Halal terdiri dari dua subbab, subbab yang pertama sebagai berikut:

pengertian produk halal dan dasar hukumnya, pengertian sertifikasi halal,

31 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), him. 88.
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urgensi produk halal dan sertifikasi halal dalam muamalah. Subbab kedua terdiri
dari: tinjauan legal sistem dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016
tentang Sistem Jaminan Produk Halal, konsep Jaminan Produk Halal menurut
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan
sistem proteksi pada produk lokal dan kehalalanya dalam Qanun No. 8 Tahun
2016.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian mengenai Sertifikasi Halal
Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal
yang terdiri dari gambaran umum tentang produk Minyeuk Pret, proses
sertifikasi halal yang dilakukan oleh manajemen Minyeuk Pret untuk produk
yang telah dipasarkan kepada konsumen. Upaya pihak manajemen Minyeuk Pret
dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8
Tahun 2016 dalam proses sertifikasinya oleh pihak LPPOM MUI. Dan tinjauan
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 terhadap sertifikasi halal pada Minyeuk Pret.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan
penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait
permasalahan yang dibahas dianggap penting untuk menyempurnakan penulisan
skripsi ini.



BAB DUA
KONSEP SERTIFIKASI HALAL

A. Produk Halal Dalam Islam
1. Pengertian Produk Halal Dan Dasar Hukumnya

Dalam Al-Qur’an halal berarti yang dibolehkan.** Halal dalam bahasa
Arab secara etimologi berasal dari fiill madhi halla, yang artinya melepaskan
ikatan, sedangkan menurut etimologi adalah lawan dari haram.

Menurut Ibn Manzhur yang disampaikan oleh sopa, istilah "halal”
berasal dari kata "al-hillu," yang memiliki arti “tidak terikat." Dengan demikian,
konsep "al-muhillu™ merujuk pada orang kafir yang dapat diperangi karena tidak
memiliki perjanjian damai dengan pihak kita. Istilah halal diartikan sebagai
kebalikan dari haram, dan haram pada dasarnya mengandung makna mencegah
atau merintangi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diharamkan (al-muhrimu)
menjadi terhalang atau terlarang. Ungkapan "al-muhrimu® memiliki makna
berlawanan dengan “al-muhillu,” yang mengacu pada orang kafir yang tidak
boleh diperangi karena telah terikat perjanjian damai dengan kita.**

Produk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu
benda atau layanan yang diproduksi, diperkaya manfaat atau nilainya selama
proses produksi, dan menjadi hasil akhir dari proses tersebut.*®

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal, produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan,

minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa

%2 John L.Esposito, Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern, terj.Eva YN, (Bandung:
Mizan, 2002), him.143.

% Mochtar Effendy, Ensiklopedia Agama Dan Filsawat, (Palembang: Universitas
Sriwijaya, 2001), him. 273.

% Sopa, Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: GP Press, 2013) him. 14.

% Kamus Besar Bahasa Inodonesia, Diakses melalui situs:https://kbbi.web.id/produk,
tanggal 10 Januari 2024.
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genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh
masyarakat. %

Produk merujuk pada segala hal yang dapat disajikan untuk memenubhi
kebutuhan dan keinginan. Kepuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat
tercapai melalui produk. Istilah lain yang dapat digunakan untuk produk adalah
tawaran atau solusi.®’ Produk juga mempunyai arti kata barang fisik maupun
jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.*

Produk halal menurut UU JPH adalah produk yang ada kepastian hukum
sebagai jamian halal suatu produk dengan adanya bukti sertifikat halal produk.
dalam Al Qur’an dinyatakan Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal,
kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur’an dan hadits.*® Dalam hal ini
Produk halal merupakan Produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat
Islam, yang didalamnya tidak mengandung unsur babi dan bahan yang berasal
dari babi, dari semua tahapan produksi hingga distribusi harus terjamin
kehalalannya.

Adapun dasar hukum adalah norma atau aturan hukum yang menjadi
dasar atau justifikasi bagi suatu tindakan atau kebijakan. Dasar hukum
merupakan suatu asasi yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga
menjadikan pendoman dari sebuah permasalahan itu dipecahkan. Dasar hukum
dalam konsep figh merupakan asal legalitas untuk menyatakan bahwa suatu
perbuatan tersebut dibolehkan, dilarang atau diwajibkan. Adapun pedoman yang
dapat dijadikan dasar hukum produk halal yaitu:

%pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal.

%7 Veithzal Rivai, Islamic Marketing, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) Hal.
12.

% Jeff Madura, Pengantar Bisnis Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) Hal. 393

% gari, D. I, Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-
Undang. Repertorium : Jurnal limiah Hukum Kenotariatan, 2019.
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a. Al-Quran
Produk halal merupakan salah satu perihal yang harus dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini berdasarkan surah Al-Araf ayat 157,

yaitu:
A s a8 G hdie 08 502 0 AT 31 0,20 085 ol
o) e gy AT 1 gy S Ay ST 2 el el
* s Ol el A0 TS Sty s o Tt a6 e 206 I 4T

{\0\/} dfal.uj\“wé

Artinya: “Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di
sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan
bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala
yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan
belenggubelenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang
beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti
cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka
itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs. Al-A’raf: 157)

Imam Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib as berkata, “Agama menjadi
kokoh karena adanya yang memerintahkan kepada yang makhruf dan mencegah
mungkar, dan mematuhi perintah-perintah Allah Swt.” *°

Ayat di atas menegaskan bahwa pentingnya melakukan tindakan positif
dan mendorong umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik halal atau
positif yang sesuai dengan akal sehat, memberikan manfaat bagi diri sendiri,
manusia, dan kemanusiaan, serta sejalan dengan ajaran agama. Sementara itu,

Nabi juga melarang perbuatan yang buruk atau haram yaitu yang tidak sesuai

0 Allamah Kamal Fagih Imani “Tafsir Nurul Quran* Cetakan 1, jilid VI, him. 113.
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dengan akal sehat, berpotensi merugikan diri sendiri, manusia, dan
kemanusiaan.

Sesungguhnya memerintahkan yang makruf dan mencegah yang
mungkar adalah jalan para nabi dan metode orang orang saleh. Perbuatan ini
merupakan pekerjaan besar yang wajib dikerjakan dimana pekerjaan-pekerjaan
lain bisa bertahan/berlangsung dan ibadah yang lain bisa ditunaikan.

Dalil lain terdapat pada Quran Surah An-Nisa’ ayat 2 yang berbunyi:
32l Ty ) et e N it & AT s N IRl e g

{1} nsis 088

Artinya :“Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk” (Qs. An-
Nisa:2)

Dalam perspektif ulama figih, dalil dalil diatas mengandung pengetahuan
yang dipahami sebagai keyakinan bahwa Allah adalah Dzat yang paling berhak
menentukan status halal-haram suatu hal. Secara teologis, mengharamkan atau
menghalalkan sesuatu tanpa otoritas Allah dianggap sebagai perbuatan syirik,
yang melibatkan campur tangan yang tidak seharusnya. Pada dasarnya segala
sesuatu yang ada di bumi ini dianggap halal dan mubah. Hanya melalui nash
yang sah dan tegas dari Syari‘at, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
suatu hal menjadi haram. Jika tidak ada nash yang jelas yang menyatakan
sesuatu sebagai haram, maka hal tersebut tetap dianggap seperti keadaan
aslinya, yaitu mubah.

b. Hadits
Dalil lain yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum produk halal

adalah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
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Artinya: “Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas.
Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak
orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah
menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus
dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram” (HR
Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menegaskan larangan terhadap hal-hal yang haram dan
memerintahkan untuk menjauhi hal-hal yang mencurigakan atau diragukan.
perkara syubhat ini merupakan pintu masuk kepada yang haram karena jika
seseorang bermudah-mudahan dan seenaknya saja memilih yang ia suka padahal
perkara tersebut masih samar hukumnya, maka ia bisa terjerumus dalam
keharaman.

Para ulama memaknai istilah syubhat. Pertama, syubhat dapat merujuk
pada sesuatu yang mengandung kontradiksi antara dalil-dalil hukum. Kedua,
dapat merujuk pada hal yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
ulama mengenai hukumnya, yang sejalan dengan interpretasi pertama. Ketiga,
sebagian ulama menjelaskan bahwa syubhat dapat diartikan sebagai sesuatu
yang dikategorikan sebagai makruh, di mana meninggalkannya dianggap lebih

disukai daripada melakukannya. *

_',.\
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“"Muhammad Nashiruddin Al Albani “Mukhtasar Shahih Muslim” Jakarta, Buku 1,
Cetakan keempat, him. 672.
*2 Jaidatul Fikri, Sitti Suryani, “Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik llegal Dalam

Efektivitas Hukum Islam Dan UUJPH Di Aceh”, JURISPRUDENSI, Volume 11 Edisi 1 Tahun
2019, him. 32.
* lmam Az-Zabudi, Kitab “Mukhtasar Shahih Bukhari”, cetakan 1, Jakarta, 2017.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda, *“ Akan datang
kepada manusia suatu zaman yang mana seseorang tidak peduli dengan
apa yang ia ambil, apakah dari yang halal dan haram.” (HR. Al-
Bukhari: 2059).

Berbicara mengenai halal-haram, sesungguhnya halal-haram tidak hanya
mencakup makanan dan minuman yang Kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu,
halal-haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan. Kita
juga dapat memahami bahwa pengaruh kehalalan sangat signifikan terhadap
kualitas hubungan dan kedekatan kita dengan Allah SWT. Kedekatan tersebut juga
berdampak pada kesampaian doa-doa kita dalam memohon keberkahan hidup di
dunia. Selain itu, Allah akan menjaga jiwa mereka yang menjalani gaya hidup
yang halal, baik dalam keadaan sehat di dunia maupun terhindar dari siksa api
neraka di akhirat.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tanda
atau surat keterangan (pernyataan tertulis) atau tercetak dari orang yang
berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.
Sementara sertifikasi merupakan penyertifikatan, atau dapat dikatakan sebagai
proses pemberian sertifikasi atau bukti formal sebagai pengakuan yang
diberikan lembaga kepada suattr produk.**

Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak
terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan
karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.
Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan
ukhrawi.®

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal yang melalui

beberapa tahap untuk membuktikan penerapan sistem jaminan produk halal di

* Kamus Besar Bahasa Inodonesia, Diakses melalui situs:https:/kbbi.web.id/sertifikat,
tanggal 10 Januari 2024.
** Yusuf shofie, Hukum Perlindungan Konsumen (Medan : Kencana 2013) him. 110.
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perusahaan memenuhi persyaratan dari LPPOM MPU Aceh.* Sertifikat halal
berupa fatwa tertulis yang diterbitkan oleh MPU Aceh berdasarkan keputusan
sidang Komisi Fatwa yang menyatakan halal suatu produk berdasarkan hasil
audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.*” Produk yang telah
bersertifikasi halal juga menandakan kebersihan, kualitas dan higienis suatu
produk. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa kepercayaan
konsumen terhadap produk tersebut.

Menurut Pramintasari dan Fatmawati definisi sertifikasi halal merupakan
hal yang penting tentang seperangkat wawasan seorang yang beragama Islam
terhadap proses dan konsep halal, salah satu bentuk kesadaran halal adalah
dengan mempertimbangkan bahwa produk tersebut memiliki label halal ketika
melakukan keputusan pembelian.*®

Adapun sertifikasi halal menurut para ahli merujuk pada pandangan dan
penilaian dari ahli agama Islam dan ahli industri halal. Aspek yang biasanya
diperhatikan para ahli dalam konteks sertifikasi halal meliputi kesesuaian
dengan hukum Islam, dalam hal ini mencakup ketentuan-ketentuan tertentu
terkait dengan sumber bahan, proses produksi, maupun penggunaan komposisi
tertentu yang diharuskan atau diharamkan dalam Islam. Transparansi dan jujur
dari produsen atau penyedia layanan dalam melaporkan informasi tentang
komposisi yang digunakan. Juga adanya aspek audit dan inspeksi yang
melibatkan ahli yang terlatih dalam bidang tersebut.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan

kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal

*® pPasal 1 Ayat (18) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk
Halal.

*" Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk
Halal, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), him.115.

*® Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran
Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat
Pada Produk Makanan Halal, Jurnal Manajemen Bisnis, 8(1), 1-33.
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tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.*® Sertifikasi halal dalam sistem hukum
nasional di Indonesia memiliki kedudukan yang sentral, dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicantumkan bahwa
sertifikasi halal secara hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu
substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum, yang
merupakan adanya upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *°

Kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal berdasarkan
adanya sifat mandatory (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di Indonesia yang
dimana harus menjelaskan status produknya melalui sertifikasi dan labelisasi.
Apabila halal maka dilabel halal dan apabila haram maka dilabel tidak halal.>*

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal ditegaskan bahwa Produk yang masuk , beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga
ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk di Indonesia baik itu
dalam bentuk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Tujuan adanya sertifikasi halal untuk menjaga dan melindungi semua
konsumen muslim terhadap produk yang illegal. Dalam hal ini dapat menjamin
dan memberikan kepastian status kehalalan suatu produk kepada konsumen.
Sertifkasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan

produk dari instansi pemerintah yang terkemuka.

* Fathia Sarifah, “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja  Pada  Produk  Pangan  Olah”, sebagaimana  dalam:
https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undangnomor-
33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun2020tentang-
cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#

*® Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai
Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Jurnal Amwaluna, (Bandung) Vol.1
Nomor 1, Januari 2017, him. 161.

*! Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019),
him. 38.

°2 Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif
Mashlahah Mursalah” Jurnal Iimiah Ekonomi Islam, 7(01) 2021.
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Pelaku usaha yang akan melakukan pengajuan sertifikasi halal akan
mengikuti sistem prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang
terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:*®

1. Pengajuan permohonan sertifikasi halal

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen

3. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan
produk

. Pemeriksaan dan/atau pengujian produk

. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
dari LPH ke BPJPH

6. Penyampaian hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
dari BPJPH ke MUI

. Penetapan kehalalan produk oleh MUI

. Penyampaian hasil penetapan kehalalan produk dari MUI ke BPJPH

9 Penerbitan sertifikasi halal berdasarkan hasil penetapan kehalalan

produk dari MUI oleh BPJPH
10. Penyampain sertifikasi halal dari BPJPH ke pelaku usaha.
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gambar 1 Prosedur Sertifikasi Halal
Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk mendukung prosedur sertifikasi halal, LPPOM MUI menetapkan

persyaratan dari proses sertifikasi halal yang berupa:

53 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun
2020.
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. Surat permohonan sertifikasi halal

. Formulir pendaftaran sertifikasi halal

. Daftar nama produk dan bahan / menu / barang

. Proses pwengolahan produk

. Sistem jaminan produk halal (SJPH) berupa dokumen

. Surat kuasa

. Salinan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI bagi produk yang
telah berstifikasi halal

~No ok~ W -

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku
usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
(BPJPH).>* Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan
olen BPJPH. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat
tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Kewajiban sertifikat halal bagi
produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak
Undang-Undang Jaminan Produk Halal diundangkan. *°

3. Urgensi Produk dan Sertifikasi Halal dalam Muamalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai
87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa.>® Hal ini mengindikasikan bahwa pasar
muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal di
Indonesia juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam
berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat muslim berupa
makanan, minuman, kosmetik dan lain lain.

Sertifikasi halal memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks jual
beli. Produk yang halal memiliki banyak manfaaat dan sangat penting, baik
kepada produsen maupun terhadap konsumennya. di antara urgensi produk halal
dalam muamalah adalah sebagai berikut:

* Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi
Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal Hukum, (Jakarta)
Vol.7 Nomor 2, him.166

* Ibid, him. 167.

*® Charity, May Lim. 2017. “Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products
Guarantee In Indonesia)”. Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 14, No. 01, 2017.
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1. Bentuk ketaatan pada agama, Produk yang berstifikasi halal
menunjukkan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip
agama Islam. Hal tersebut penting bagi konsumen Muslim yang
memegang nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan
sebuah pedoman dari produsen untuk memperdagangkan produknya
sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Kepastian bagi konsumen, Ajaran Islam mengungkapkan bahwa
kehalalan merupakan kunci untuk mencapai ketenangan bagi seorang
hamba dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang yang mematuhi
ketentuan agama dan melaksanakan kewajiban agamanya dengan
sungguh-sungguh akan selalu berhati-hati dalam menggunakan, atau
melibatkan diri dalam suatu kegiatan. Keberadaan kehalalan
membawa kedamaian dan pikiran yang tenang tanpa kecemasan,
ditambah dengan unsur kebaikan (al-thayyib), yang membuat hidup
yang dijalani menjadi lebih berarti.’’

3. Akses ke pasar Muslim internasional, Produk halal memiliki daya
tarik khusus di pasar Muslim. Produk yang berstifikat halal menjadi
salah satu instrumen penting dalam mengakses pasar yang lebih luas
dan akan memperkuat daya saing produk domestik di pasar
internasional. Untuk menenuhi tuntutan pasar tersebut, banyak
negara di dunia membentuk lembaga lembaga sertifikasi halal. Oleh
karena itu, untuk memaksimalkan penjualan dan meraih keuntungan
di pasar ini, bisnis perlu menyediakan produk yang memenuhi
standar kehalalan dan memiliki sertifikasi halal.*®

4. Pemenuhan Persyaratan Hukum, Di beberapa negara atau wilayah,

termasuk salah satunya Aceh produk yang ditujukan untuk konsumsi

" Astuti Mairinda, “Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia,
Guepedia, 2021, him 17- 18.

% Lady Yulia, “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal”, Jurnal Bimas Islam
Vol.8. No.I 2015, him 136.
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Muslim diwajibkan merupakan produk yang Dbesrtifikasi halal
sebagai persyaratan hukumnya. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak
hanya mencegah masalah hukum tetapi juga memastikan bisnis
beroperasi sesuai dengan ketentuan setempat.

5. Transparansi, Produk yang halal dan berstifikasi halal membantu
menciptakan transparansi di antara produsen dan konsumen karena
konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi produk halal
berdasarkan label atau tanda sertifikasi yang jelas. Dan ini
merupakan bentuk tanggung jawab produsen untuk menyediakan
informasi yang jelas mengenai kehalalan produk yang mereka
tawarkan.

6. Pendukung Pariwisata Halal, Dalam industri pariwisata, seperti
destinasi yang menyediakan makanan, penginapan, dan layanan
lainnya, keberadaan produk halal menjadi faktor penting dalam
menarik wisatawan Muslim. Hal ini diberikan untuk memenuhi
pengalaman dan keinginan wisatawan muslim. Ini menciptakan
peluang ekonomi bagi destinasi wisata.

7. Keselamatan dan Kualitas Produk, Proses sertifikasi halal seringkali
melibatkan pemeriksaan = ketat = terhadap bahan-bahan, proses
produksi, dan fasilitas yang digunakan. Ini dapat meningkatkan
keselamatan dan kualitas produk secara keseluruhan.

Memahami kehalalan suatu produk memang memerlukan analisis dan
riset yang cermat. Oleh karena itu, produk dan sertifikat halal berperan sebagai
perlindungan terhadap konsumen Muslim dari konsumsi barang, obat-obatan,
dan kosmetika yang tidak memenuhi standar halal. Dengan keberadaan produk
yang bersertifikasi halal, kejiwaan dan ketenangan batin konsumen dapat
terjamin, sementara itu, secara hukum, sertifikat tersebut memberikan kepastian

dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
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Tidak hanya bermanfaat sebagai alat perlindungan hukum terhadap produk
yang tidak halal, sertifikat halal juga dapat meningkatkan nilai jual produk bagi
pelaku usaha, karena kepercayaan konsumen pada keaslian produk akan
meningkat. Secara keseluruhan, sertifikasi halal memberikan keyakinan hukum
kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat Islam. Melalui urgensi ini, produk halal dianggap sebagai bagian integral
dari kehidupan konsumen Muslim dan dapat membawa manfaat ekonomi bagi
produsen serta pemain industri lainnya yang beroperasi dalam konteks
kehalalan.

B. Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal

1. Tinjauan Legal Sistem dalam Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun

2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Legal sistem atau sistem hukum merujuk pada seperangkat aturan,
norma-norma, dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menciptakan,
menginterpretasi, dan menegakkan hukum dalam suatu negara atau wilayah
tertentu. Sistem hukum memberikan kerangka kerja untuk pengaturan hubungan
antara individu, kelompok, dan pemerintah, serta menetapkan cara penyelesaian
konflik dan sanksi untuk pelanggaran hukum.

Sistem hukum mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah suatu
masyarakat. Berbagai sistem hukum di seluruh dunia dapat dibedakan oleh
pendekatan terhadap sumber-sumber hukum, penggunaan preseden, peran
hukum agama, dan prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya.

Para pendiri republik ini telah memiliki aspirasi agar Indonesia menjadi
negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) daripada kekuasaan (machtstaat).
Prinsip ini sejalan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan
bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai hasil dari prinsip negara hukum
ini, Indonesia memegang teguh supremasi hukum dengan berpegang pada

prinsip dasar negara hukum, yaitu kesetaraan di mata hukum (equality before
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the law), yang berarti setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan
hukum dan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus
sesuai dengan kerangka hukum.*®

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan efektivitas
penegakan hukum bergantung pada tiga elemen yang terdapat dalam sistem
hukum, yaitu: 1) Struktur Hukum (structure of the law), 2) Substansi Hukum
(substance of the law), dan 3) Budaya Hukum (legal culture). Struktur hukum
mencakup aparat penegak hukum, sedangkan substansi atau esensi hukum
melibatkan berbagai peraturan hukum dan budaya hukum yang menjadi praktek
hukum yang berlaku dalam suatu komunitas, yang menciptakan hukum yang
dinamis dan terus berkembang.®

Struktur hukum memiliki susunan yang mencakup elemen-elemen
seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis kasus yang
dapat di periksa), dan prosedur banding dari pengadilan lainnya. Struktur ini
juga merujuk pada organisasi badan legislatif, batasan kekuasaan presiden,
prosedur yang harus diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu,
struktur hukum melibatkan lembaga-lembaga hukum yang dirancang untuk
mengimplementasikan perangkat hukum yang ada. Sedangkan substansi hukum
mencakup unsur substansinya. Substansi ini merujuk pada peraturan, norma, dan
pola perilaku nyata manusia yang terdapat dalam sistem tersebut. Dengan kata
lain, substansi hukum melibatkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku,
yang memiliki ketentuan yang mengikat dan menjadi panduan bagi aparat
penegak hukum.®

Adapun budaya hukum mencakup sikap manusia, termasuk budaya
hukum dari aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik

apapun struktur hukum dan substansinya, jika tanpa didukung budaya hukum

> Sajipto Rahadrjo, Hukum dan perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, him.102.

%) awrence M.Friedman, The Legal System, Asocial Science Perspektive, (Russell Sage
Foundation, New York), 1975.

* Ibid.
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dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara
efektif. Secara prinsip, budaya hukum suatu bangsa sejalan dengan kemajuan
yang dicapai oleh bangsa tersebut, karena hukum suatu bangsa sebenarnya
mencerminkan kehidupan sosial dari bangsa tersebut.®?

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau
melakukan rekayasa sosial, yang pada dasarnya merupakan upaya untuk
mewujudkan ide-ide tertentu melalui perangkat hukum. Untuk memastikan
bahwa hukum dapat berperan sebagai alat rekayasa masyarakat menuju arah
yang lebih baik, diperlukan tidak hanya keberadaan hukum dalam bentuk norma
atau peraturan, tetapi juga perlunya jaminan terhadap implementasi norma-
norma hukum tersebut dalam praktik hukum. Dengan kata lain, diperlukan
jaminan atas pelaksanaan hukum yang efektif atau penegakan hukum yang baik.
Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada fungsi
peraturan-perundang-undangannya saja, melainkan juga pada kinerja birokrasi
dalam menjalankan implementasi hukum tersebut.

Friedman menyamakan sistem hukum dengan suatu pabrik, di mana
"struktur hukum" diibaratkan sebagai mesin, “substansi hukum" sebagai hasil
atau produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut, dan "kultur hukum™ sebagai
elemen atau pihak yang bertanggung jawab' menghidupkan dan mematikan
mesin, serta menentukan cara penggunaan mesin tersebut. Dalam suatu sistem
hukum, fokus utama berada pada kegiatan "penegakan hukum® yang menjadi
inti dari aktivitas dalam kehidupan hukum. Penegakan hukum dalam konteks ini
mencakup upaya untuk menjalankan dan menerapkan hukum, serta melakukan
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang
dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui

prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian konflik alternatif lainnya.®

%2 Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional,
(CV. Rajawali, Jakarta, 1986), him. 27.
% 1bid.
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Qanun Aceh merupakan peraturan perundang-undangan yang
diberlakukan di Provinsi Aceh secara khusus, dengan dasar hukum berupa
otonomi daerah dan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B dan 18C. Aceh memiliki otonomi
khusus untuk menerapkan hukum Islam berdasarkan syariah yang ditetapkan
secara tegas dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun
Aceh mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum
keluarga, hukum pidana, dan hukum ekonomi, sesuai dengan ajaran Islam.

Pembentukan dan implementasi Qanun Aceh melibatkan partisipasi
masyarakat Aceh sendiri, Qanun ini mencerminkan upaya untuk menerapkan
nilai-nilai hukum Islam dalam konteks lokal di Provinsi Aceh. Meskipun Qanun
Aceh memiliki dasar hukum dan ciri khas tersendiri, tetapi tetap harus sejalan
dengan kerangka hukum nasional Indonesia dan mengakomodasi nilai-nilai hak
asasi manusia secara umum.

Pada ranah implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal menimbulkan masih banyak polemik di kalangan
pelaku usaha Aceh. Yang dalam hal ini belum optimal menerapkan aturan
sertifikasi halal pada setiap produk yang diperjualbelikan.

Qanun Aceh memiliki dasar hukum yang bersifat yuridis dan sosiologis.
Hal ini mencakup aspek hukum formal dan aspek sosial dalam konteks hukum
di provinsi Aceh. Aspek hukum yuridis merujuk pada aspek formal dan tertulis
dari hukum yang diakui dan berlaku dalam suatu sistem hukum. Dalam hal ini
suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau
legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.®* Sedangkan
aspek hukum sosiologis merujuk pada pemahaman hukum sebagai suatu

fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan

*Budiman N.P.D Sinaga, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Ul
Press, 2004), him. 33.
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dinamika masyarakat, aspek hukum sosiologis bertujuan agar perundang-
undangan yang dibuat dipatuhi oleh masyarakat. %

Aspek hukum formal berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam hal ini Qanun Aceh harus sesuai
dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum
tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dalam Undang-Undang ini memberikan kewenangan
kepada Pemerintah Aceh untuk membuat peraturan perundang-undangan,
termasuk ganun, dengan catatan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan
prinsip-prinsip dasar negara. Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberikan dasar hukum
bagi penyelenggaraan keistimewaan Aceh, termasuk dalam bentuk ganun yang
dapat mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya Aceh.

Aspek hukum sosiologis berupa cerminan aspirasi dan nilai-nilai lokal
masyarakat Aceh. Proses pembentukan ganun dapat melibatkan partisipasi
masyarakat Aceh untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai sosial dan
budaya di Aceh, tuntutan dan penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi
perubahan pada masyarakat Aceh.

2. Konsep Jaminan Produk Halal Menurut Qanun Aceh Nomor 8

Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Jaminan kehalalan produk menjadi suatu aspek yang perlu diperhatikan
oleh negara. Hal ini sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa
negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan
seluruh keturunan Indonesia serta mencapai kesejahteraan umum.

Jaminan kehalalan produk merupakan sebagai perlindungan bagi

konsumen terhadap kualifikasi barang atau jasa yang ditawarkan, sejalan dengan

% Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Indhill,
1992), him. 20.
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informasi yang diberikan melalui label tertulis atau informasi lisan. Sebelum
melakukan pembelian, konsumen secara alami akan mencari informasi yang
komprehensif mengenai berbagai aspek produk. Hal ini berlaku khususnya bagi
konsumen Muslim, di mana kehalalan produk menjadi suatu keharusan.
Keberhasilan suatu produk dipilih oleh konsumen sangat dipengaruhi oleh
kelengkapan informasi, daya tarik, dan kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena
itu, informasi menjadi faktor kunci yang sangat diperlukan oleh setiap
konsumen.®®

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal (UUJPH) secara jelas menegaskan urgensi penyelesaian isu
kehalalan dan keharaman dalam seluruh rangkaian produksi, mulai dari pelaku
usaha hingga mencapai konsumen yang akhirnya menggunakan dan
mengonsumsi produk tersebut. Dalam proses ini, pihak perantara seperti
distributor, subdistributor, grosir, dan pengecer juga memegang peran krusial
sebelum produk sampai ke tangan konsumen akhir.

Implementasi UUJPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum
kepada konsumen, yakni masyarakat secara umum, terkait produk makanan dan
barang konsumsi lainnya. Bagi pelaku usaha, keberadaan UUJPH memberikan
panduan tentang bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan
memasarkan produk kepada konsumen, termasuk cara menyajikan informasi
tentang kehalalan produk kepada konsumen.®’

Adapun pemerintah memastikan kepastian hukum di Aceh terhadap
produk halal melalui pengesahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal pada tahun 2016. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun

2016 ini mengkonfirmasi dan menguatkan ketentuan peraturan hukum

®*Ema Fathimah, Jaminan Produk halal Bagi Perlindungan Konsumen telaah Ruu jph
(Rancangan Undang-Undang Jaminan produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,
Jurnal Muamalah, Vol 3 No 1, Juni 2017.

*”"Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum
Kepada Kosumen, sebagaimana dalam http://www.Hukumonline.com/berita/baca/It5424
1d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen.
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sebelumnya, dengan fokus khusus mengatur perlindungan hukum bagi umat
Muslim di Aceh yang memiliki kepentingan terhadap produk halal.

Menurut ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Sistem Jaminan Produk Halal, Sistem Jaminan Produk Halal dijelaskan sebagai
suatu sistem manajemen yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara
olen perusahaan yang memiliki sertifikat halal. Tujuannya adalah untuk
memastikan kelangsungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh. Salah satu perbedaan signifikan dalam
regulasi kehalalan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 adalah terkait
sertifikasi halal, di mana sebelumnya pengajuan sertifikasi halal dan
penambahan label halal pada produk bersifat sukarela, namun setelah diatur
dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal,
hal tersebut menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi setiap produk di
Aceh.®®

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) didasarkan pada nilai-nilai
keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian, pengayoman, keterbukaan, serta
efektivitas dan efisiensi. SJPH berfungsi sebagai panduan untuk LPPOM MPU
Aceh dan para pelaku usaha yang menyediakan produk dalam proses sertifikasi
halal, dengan tujuan memberikan perlindungan, ketenangan, dan kepastian
hukum kepada masyarakat yang menggunakan produk halal dan higienis untuk
menjaga kesehatan secara jasmani dan rohani.

Bahan merujuk kepada unsur yang digunakan dalam pembuatan atau
produksi produk. Penataan, yang merupakan bagian dari pembinaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Aceh, bertujuan untuk memastikan bahwa produsen
mematuhi kewenangan dalam memastikan kehalalan produk, mulai dari bahan

baku hingga pemasaran produk halal.®®

%Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi No
Halal Pada Produk Pangan Industri”, Jurnal Ahkam, Volume XV, No.2 Agustus 2021, him. 206.
% pasal 7 Qanun Aceh Nomor 8 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).
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Untuk memastikan ketersediaan Produk Halal,, komponen bahan baku
yang digunakan mencakup bahan utama, tambahan, atau penolong. Bahan baku
yang tidak sesuai dengan prinsip halal untuk digunakan dalam suatu produk
mencakup materi yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 16 ayat 3 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, seperti bangkai,
darah, babi, anjing, dan hewan-hewan lain yang diharamkan dalam agama
Islam. Bahan baku nabati yang dianggap haram melibatkan substansi yang najis,
memabukkan, merugikan, dan bahan yang telah diumumkan sebagai haram oleh
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Selain itu, bahan baku kimia
yang dianggap haram mencakup bahan kimia berbahaya. Semua jenis bahan
baku tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap produk
halal.”

Dalam hal ini pelaku usaha tidak diizinkan untuk menghasilkan atau
menjual produk yang tidak halal dan tidak memiliki sertifikat halal. Mereka juga
tidak boleh menampilkan logo halal pada kemasan produk yang tidak
bersertifikat halal, serta mencantumkan informasi yang melanggar peraturan
hukum.™

Proses pengolahan produk halal mencakup serangkaian aktivitas halal
yang mencakup peralatan, area produksi, penyimpanan, distribusi, dan
penyajian. Penyimpanan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), mencakup
tempat penyimpanan untuk bahan olahan dan produk halal yang harus
dipisahkan dari tempat penyimpanan untuk bahan olahan dan produk yang tidak
halal. Pengindistribusian, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), mencakup alat
angkut dan kemasan. Sementara itu, penyajian, sebagaimana dijelaskan dalam

ayat (1), mencakup lokasi, kemasan, peralatan, penyajian, dan sajian.

" pasal 16 Ayat (2) huruf (c) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SIPH (Sistem
Jaminan Produk Halal)

" pasal 34 huruf (a) dan (b) Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem
Jaminan Produk Halal)
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Pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang
dijelaskan dalam ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, termasuk
teguran secara lisan dan tertulis, pencabutan izin produksi, pencabutan izin edar
di Aceh, pencabutan sertifikat halal, serta penolakan untuk mendapatkan izin
usaha.

3. Sistem Proteksi Pada Produk Lokal dan Kehalalannya dalam Qanun

Aceh No. 8 Tahun 2016

Proteksi adalah usaha untuk melindungi suatu hal tertentu. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Proteksi diartikan sebagai perlindungan,
bisa dalam perdagangan, industri dan sebagainya.”” Dapat dijabarkan pula
bahwa proteksi merupakan upaya untuk melindungi suatu hal dari sebuah risiko.
Proteksi dalam industri perdagangan berupa layanan dan keamanan yang
diberikan oleh penjual kepada konsumennya.

Proteksi pada produk halal merujuk pada upaya untuk melindungi,
memastikan, dan menjamin bahwa produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip
kehalalan dalam Islam. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan
untuk menjaga integritas dan kebersihan produk dari aspek hukum, agama, dan
kebudayaan.

Pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, sistem proteksi pada produk
lokal dan kehalalannya dirancang untuk memastikan bahwa produk yang
dihasilkan dan yang beredar di Aceh memenuhi standar kehalalan yang sesuai
dengan ajaran Islam. Dalam hal ini diharapkan masyarakat Aceh dapat
mempercayai bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar kehalalan
yang diakui dalam ajaran Islam. Beberapa poin utama dalam sistem proteksi ini
mencakup:

1. Kriteria Kehalalan : Standar yang harus dipenuhi oleh produk agar sesuai

dengan ajaran Islam menurut Qanun Aceh melibatkan pemilihan bahan

?Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui situs: https://kbbi.lektur.id/proteksi,
tanggal 6 Januari 2024.
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baku yang halal, proses produksi yang sesuai, dan pemenuhan
persyaratan lainnya.

Bahan baku harus berasal dari bahan halal, diolah dengan metode
sesuai dengan ajaran Islam, menggunakan peralatan dan fasilitas
produksi yang halal.

Pada pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa bahan baku yang tidak
halal, meliputi:”
a.bahan baku hewani yang diharamkan;
b.bahan baku nabati yang diharamkan; dan
c.bahan baku kimiawi yang diharamkan.

Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.bangkai;
b.darah;
c.babi dan anjing;
d.hewan lainya yang diharamkan dalam Islam; dan
e.hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam

Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.najis;
b.bahan yang memabukkan;
c.bahan yang memudharatkan; dan/atau
d.bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Bahan baku - kimiawi - yang diharamkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang
berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.

Setiap komponen mesin, lokasi, atau peralatan produksi yang
bersentuhan secara langsung dengan bahan yang digunakan untuk
memproses produk halal harus terbuat dari atau tidak mengandung bahan
yang tidak halal sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penggunaan

minyak untuk merawat mesin dan perangkat yang bersentuhan langsung

Halal)

7 Pasal 16 Qanun Aceh nomor 8 Tahun 2016 Tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
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dengan bahan dan produk harus memastikan penggunaan minyak yang
halal. Kemudian dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu
hewan tidak halal. Pada tahap distribusi, setiap produk juga harus
dipastikan alat transportasi dan tempat penyimpanannya memenuhi
standar halal.

. Penyimpanan Terpisah: Penyimpanan terpisah produk merupakan suatu
praktik dalam upaya memisahkan atau menyimpan suatu produk tertentu
secara terisolasi dengan produk yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk
mencegah kontaminasi, menjaga integritas suatu produk agar produk
tersebut tetap halal. Dalam penerapannya, penyimpanan terpisah suatu
produk dalam konteks kehalalan produk halal berupa pemisahan antara
produk halal dengan produk yang tidak halal.

Contoh penerapan penyimpanan terpisah secara fisik berupa
pemisahan produk halal yang secara langsung disimpan pada area atau
ruang yang berbeda, untuk mencegah kontak langsung dan kontaminasi
antara keduanya. Selain itu dapat diberi pelebelan dan identifikasi yang
jelas untuk memastikan pengenalan yang tepat sehingga memudahkan
untuk mengenali produknya.

Pada Pasal 22 Qanun Aceh' Nomor 8 Tahun 2016 jelas
menyebutkan bahwa tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan,
pendistribusian, dan penyajian produk halal wajib dipisahkan dari
produk yang tidak halal. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah
proteksi pada produk berdasarkan Qanun Aceh. ™
. Pengawasan dan Inspeksi: pengawasan dilakukan secara berkala untuk
memastikan bahwa pelaku usaha lokal mematuhi standar kehalalan.
Pengawasan dalam hal ini mencakup audit terhadap fasilitas produksi,
pengujian bahan baku, dan pemantauan distribusi yang dilakukan

terhadap produk dari pelaku usaha.

" Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.



42

Pada Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan
bahwa Penataan dan pengawasan Produk Halal dilakukan oleh LPPOM
MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen,
pengawasan ini bisa dilaksanakan setiap saat, terencana dan sistematis.
Dalam hal ini LPPOM MPU Aceh juga dapat melibatkan Tim terpadu
pada saat melaksanakan pengawasan dan penataan terhadap pelaku
usaha maupun produk halal. ™

4. Sertifikasi Halal: Dalam hal ini mengatur proses pemberian sertifikasi
halal oleh lembaga yang berwenang, kemudian Produk lokal yang
memenuhi Kkriteria kehalalan akan diberikan sertifikat halal sebagai tanda
kepatuhan.

Pada Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun
2016 menyebutkan bahwa:

(1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau
logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi
halal.

(3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan
proses pengolahan dan kompaosisi bahan, dan

(4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan
mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3(tiga)
bulan sebelum berakhir masa berlaku.

5. Pengendalian Informasi: Pengendalian informasi merupakan hal yang
harus disediakan pada kemasan produk, termasuk label halal dan
informasi lain yang relevan. Informasi yang jelas dapat memberikan

ketenangan dan membantu konsumen dalam membuat keputusan

berdasarkan prinsip kehalalan.

" Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
"® pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem
Jaminan Produk Halal.
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Sistem proteksi pada produk merupakan hal yang penting, selain menjadi
wadah untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, sistem proteksi produk
halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini juga sebagai strategi
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi local sekaligus sebagai pemberdayaan

masyarakat Aceh.



BAB TIGA
SERTIFIKASI HALAL MINYEUK PRET DALAM
PERSPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

A. Gambaran Umum Produk Minyeuk Pret
Minyeuk pret merupakan sebuah produk lokal Aceh yang bergerak di

bidang industri Parfum yang memposisikan diri sebagai pelopor dan inovator di
industri parfume branded yang ingin mengangkat sejarah dan kebudayaan Aceh
kepada dunia melalui wewangian. Usaha Minyeuk Pret merupakan Usaha Kecil
Menengah yang berlokasi di Jl. Wedana, No. 104, Kec. Banda Raya, Kota
Banda Aceh. Kata “minyeuk pret” merupakan kata yang terinspirasi dari bahasa
indatu zaman untuk menyebut parfum. Minyeuk yang berarti minyak, dan prét
berarti yang di somprot, penamaan ini dilakukan untuk menguatkan karakter
parfum minyeuk pret dan menyebarkan bahasa dan juga budaya Aceh kepada
seluruh lapisan masyarkat. Minyeuk Pret didirikan pada bulan April tahun 2015
oleh seorang pemuda Aceh yang bernama Daudy Sukma dan founder lainnya
yang menggali potensi nilam di daerah Serambi Mekkah dan
mengembangkannya menjadi parfum. '’

Nilam dijadikan sebagai salah satu bahan utama yang digunakan dalam
proses pembuatan parfum Minyeuk pret, nilam merupakan sejenis tumbuhan
yang menghasilkan minyak atsiri yang beraroma khas. Minyak atsiri ini yang
diekstrak dari daun tumbuhan Nilam (Pogostemon cablin). Minyak nilam
memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah daya tahan aromanya yang baik,
parfum yang mengandung minyak nilam dapat tetap wangi untuk waktu yang
lebih lama karena kandungan dari kombinasi senyawa senyawa yang ada pada

nilam itu yang membuat parfum menjadi tahan lama setelah diaplikasikan.

" Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret
2024.
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Komposisi yang digunakan pada produk Minyeuk Pret ini adalah
Ethanol, Essential Oil, Propylene Glycol, Aquades, Patchouli Oil.

P

MINYEUK PRET
PPV VNG

ACEH ORIGINAL TASTE

gambar 2 Logo Minyeuk Pret
Sumber: google

Minyeuk prét merupakan sebuah usaha yang memiliki visi sebagai
lokomotif perusahaan aromatik, dalam pengembangan produk- produk autentik
yang terinspirasi dari kearifan lokal. Adapun misi dari usaha minyeuk prét ini
adalah 1) menjalankan bisnis secara syariah berdasarkan syariat Islam, 2) act
like a pro or nothing at all (Profesional atau tidak sama sekali), 3) melakukan
marketing berstandar internasional, baik melalui media online maupun offline,
4) #BeGood, fokus pada excellent branding.

Dengan visi dan misi diatas dapat disadari bahwa usaha minyeuk pret
membangkitkan khazanah budaya masa silam yang nyaris hilang, yang berupa
minyak nilam dan bahan baku lainnya yang hampir seluruhnya berasal dari
tanah rencong. Dalam hal ini minyeuk pret bukanlah hanya sekedar sebuah merk
produk dalam industri perdagangan namun ada nafas budaya yang ingin kembali
di hidupkan.

"® Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret
2024.
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PRODUK

Series Series Series
Legendary Putroe Phang Premium
EDP [EDP. EDP |

Varian bunga Seulangs, Varian Kamaksh Varian Sangar Espresso,
Varian Coffee, Varian Jeurnpa
Varian Bunga Meulu

gambar 3 Foto produk minyeuk pret
Sumber: Company Profile Of Minyeuk Pret

Hingga saat ini minyeuk pret memiliki berbagai macam series, yaitu
series legendary yang terdiri dari varian coffee, varian bunga seulanga, dan
varian bunga meulu. series putro phang yang terdiri dari varian kamaliah. dan
series premium yang terdiri dari varian sanger espresso, dan varian jeumpa yang
setiap varian memiliki ketahanan 5-8 jam karena memiliki 15% pure essence
dan tergolong dalam jenis eu de perfume.

Struktur organisasi usaha minyeuk pret mempunyai sistem manajemen
yang dipimpin oleh seorang CEO dan membawahi tiga bagian yaitu bagian
pemasaran, bagian digital, dan bagian produksi. Hingga saat ini bisnis ini

mempunyai karyawan sebanyak 16 orang dengan tugas yang berbeda-beda.”

®Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret
2024.



CEO Minyeuk Pret
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Devisi Produksi Devisi Digital Devisi Pemasaran
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Karyawan Karyawan Karyawan

Keterangan :
a. CEO

b.Devisi® Produksi

c. Devisi Digital

gambar 4 Struktur Organisasi Bisnis Minyeuk Pret
Sumber: Minyeuk Pret
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:Bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengambilan

keputusan strategis di sebuah perusahaan, mulai dari

kegiatan produksi sampai dengan kegiatan distribusi

produknya.

:Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan produksi

produk yang ada pada usaha minyeuk pret. Mulai dari

bahan baku sampai melakukan pemantauan terhadap

mesin dan peralatan pada produksi. Bagian produksi ini

memiliki 1 orang manajer dan 4 orang karyawan.

:Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang

berkaitan dengan branding dan selling melalui media

online pada minyeuk pret, seperti media sosial (Instagram,

Whatsapp, dan sebagainya). Bagian digital ini memiliki 1

orang manajer dan 2 orang karyawan.®

%Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret

2024.
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d.Devisi Pemasaran:Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang
berhubungan dengan pemasaran produk minyeuk pret.
Bagian pemasaran ini memiliki 1 orang manajer dan
karyawan sebanyak 6 orang

e. Karyawan :Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan
oleh kepala bagian masing-masing, baik itu bagian
produksi, digital maupun pemasaran.

B. Proses Sertifikasi Halal yang Dilakukan Oleh Manajemen Minyeuk Pret
Untuk Produk yang Telah dipasarkan Kepada Konsumen

Dalam proses sertifikasi halal suatu produk, pelaku usaha diwajibkan
melakukan pengajuan sertifikasi halal yang mengikuti sistem prosedur dan
mekanisme yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Dimana pengajuan
sertifikasi halal tersebut meliputi beberapa tahapan dimulai dari pendaftaran atau
mengajukan permohonan sertifiksi halal ke lembaga sertfikasi, kemudian
pemeriksaan awal seperti meninjau dokumen atau informasi yang diajukan,
dilanjutkan dengan melakukan audit terhadap fasilitas produksi tempat produk
itu diproduksikan, audit bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi
memenuhi standar kebersihan dan kehalalan, kemudian pemeriksaan bahan
bahan yang digunakan pada produk, dan ketika keputusan menyatakan bahwa
produk tersebut memenuhi standar halal maka pelaku usaha akan mendapatkan
sertifikasi halal pada produknya.

Pada proses sertifiksai halal produk minyeuk pret terutama tahap
produksi pengaruh dari tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana merupakan
faktor yang penting. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam proses
produksi pada usaha minyeuk pret diantaranya adalah minyak nilam, alkohol,
essence, botol, kotak kemasan, mesin takar, mesin mixing, mesin filling, dan

mesin crimping®.

81Hasil wawancara dengan Nura Ustrina (Kepala Laboratorium Minyeuk Pret) pada
tanggal 5 Maret 2024.
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Berikut adalah tahapan yang dilakukan terhadap kegiatan produksi

parfum pada usaha minyeuk pret:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Alat-alat yang digunakan dalam tahap produksi dibersihkan terlebih
dahulu sebelum digunakan.

Setelah alat-alat dibersihkan, kemudian bahan-bahan seperti minyak
nilam, alkohol, dan essence ditakar terlebih dahulu sesuai dengan
mesin takar yang biasa digunakan di laboratorium.

Setelah ditakar, bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam mesin
mixing untuk diaduk hingga rata.

Setelah proses pengadukan selesai, seluruh isinya dimasukkan ke
dalam mesin filling sesuai dengan aromanya masing-masing Yyaitu
aroma Seulanga, Coffee, Meulu, Sanger Espresso, dan Jeumpa.
Mesin filling yang digunakan pada usaha merupakan mesin filling
yang masih  semi otomatis, sehingga dalam pengisiannya
memerlukan bantuan tangan manusia pada saat pengisian isinya ke
dalam botol yang sesuai dengan ukuran 30 ml dan 50 ml.

Setelah proses filling maka dilakukan proses crimping yang dalam
hal ini botol dapat ditutup dengan mesin crimping atau mesin press
botol.

Setelah selesai tahap crimping, kemudian dilakukan quality control
terhadap produk parfum tersebut yang bertujuan untuk melihat dan
mengecek kembali kebersihan dan kualitas dari produknya agar tidak
terkontaminasi dengan apapun.

Ketika telah dipastikan kebersihan dari parfum tersebut, tahap
terakhir yang dilakukan adalah pengemasan. Parfum yang sudah jadi
yang berkualitas baik akan dikemas kedalam kotak kemasan yang

disediakan sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Pada tahap produksi minyeuk pret setiap material yang digunakan pada

bahan baku seperti nilam, alkohol dan essence sudah dipastikan memenubhi
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standar kualitasnya, hal ini dapat dipastikan karena minyeuk pret mewajibkan
semua suppliernya menggunakan material atau bahan baku yang sudah
memenuhi standar kualitas yang baik. %

Pihak manajemen minyeuk pret terutama kepala bidang produksi dan
seluruh stafnya dapat memastikan tahap produksi diawasi dan mengikuti
prosedur mulai dari penyimpanan bahan baku, wadah, dan juga alatnya. Pihak
manajemen dalam bidang ini juga terus memantau dan mengelola persediaan
bahan baku untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu.
Dalam hal ini pentingnya juga mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi
operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitasnya.

Adapun manajemen minyeuk pret melakukan penilaian awal terhadap
produk yang telah dipasarkan kepada konsumen seperti mengidentifikasi bahan
bahan yang digunakan dalam produk dan pengecekan kelayakan halalnya.
Namun kandungan alkohol dalam produk minyeuk pret itu tetap menghambat
adanya sertifikasi halal pada produk minyeuk pret.

Kandungan alkohol yang terdapat dalam produk minyeuk pret
merupakan sebuah masalah jika dilihat berdasarkan segi aturan LPPOM MUI,
karena dalam aturan tersebut jelas bahwa alkohol merupakan sebuah komposisi
yang bertentangan dengan proses sertifikasi halal. Selain itu beberapa individu
terutama yang beragama islam, penggunaan produk yang mengandung alkohol
bertentangan dengan prinsip prinsip kehalalan yang dipegang teguh.

Pada tahap ini upaya minyeuk pret sebagai pelaku usaha yang produknya
belum bersertifikasi dan berlebel halal adalah berkomunikasi kepada konsumen
dengan cara meyakinkan bahwa produk parfum yang telah dipasarkan kepada
konsumen memenuhi standar kualitas yang baik. Namun sebagai pelaku usaha

minyeuk pret juga harus segera mendapatkan sertifikasi halal sebagai jaminan

82Hasil wawancara dengan Nura Ustrina (Kepala Laboratorium Minyeuk Pret) pada
tanggal 5 Maret 2024.
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untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang digunakan merupakan produk
yang bersertifikasi halal.

C. Upaya Pihak Manajemen Minyeuk Pret dalam Memenuhi Standar Halal
Yang Ditetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 dalam Proses
Sertifikasinya Oleh Pihak LPPOM MUI

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan
Produk Halal telah ditentukan bahwa setiap produk dari pelaku usaha yang
diedar maupun didistribusikan di Aceh harus memenuhi standar halal yang
ditetapkan seperti yang terdapat dalam Qanun. Sistem Jaminan Produk Halal
yang diterapkan ini tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada masyarakat dalam menggunakan produk halal dan higienis, baik
itu yang dipakai maupun untuk dikonsumsi.

Pada pasal 7 ayat (1) Bab Il tentang penataan dan pengawasan bagian
kedua Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penataan produk
halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran produk. Dalam
hal ‘ini berarti penataan dan pengawasan produk halal akan diawasi langsung
olen LPPOM MPU Aceh sebagal pengamat untuk nantinya memberikan
keputusan dalam sertifikasi halal produk. **audit internal dilakukan setidaknya
enam bulan sekali dan dilaksanakan berdasarkan unsur pengamat dalam
melakukan pengawasan dilakukan oleh auditor halal internal yang ompeten dan
independen.

Pada pasal 16 tentang bahan baku dan proses produk halal menyebutkan
bahan baku yang digunakan dalam produk antara lain bahan utama dan bahan
tambahan. Adapun bahan baku yang tidak halal berupa bahan baku hewani yang
diharamkan, bahan baku nabati yang diharamkan, dan bahan baku kimiawi yang
diharamkan. Bahan baku hewani yang diharamkan adalah yang mengandung
unsur darah, bangkai, babi dan anjing, juga hewan lain yang diharamkan dalam

Islam, dan juga hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada

% Ppasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan
Produk Halal)
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bahan baku nabati yang diharamkan adalah yang mengandung najis,
memabukkan, mengandung kemudharatan, atau bahan yang difatwatkan haram
oleh MPU Aceh. 3

Menurut bahan baku yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun
2016 diatas bahwa setiap bahan baku yang digunakan pada produk diharuskan
dari kandungan yang halal, dalam hal ini minyeuk pret tidak menggunakan
bahan baku hewani, namun menggunakan bahan baku nabati yaitu minyak nilam
yang dijadikan sumber bahan baku utama dalam produk minyeuk pret. Minyak
nilam pada umumnya dianggap halal dalam Islam, karena minyak ini diektraksi
dari bunga pohon nilam. Bahan baku utama produksi parfum minyeuk pret ini
mudah mendapatkan sertifikasi halal tetapi penting juga untuk memastikan
bahwa proses ekstraksi, pengolahan dan penggunaan minyak nilam tersebut
memenuhi standar kebersihan dan kehalalan. Dalam hal ini minyeuk pret telah
memastikan supplier nilam yang digunakan dalam produknya merupakan
supplier yang memiliki bahan baku yang berkualitas bagus dan telah
bersertifikasi halal.®®

Mengenai bahan baku bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi
produk yang dikemas dan diperdagangkan wajib mencantumkan label pada
kemasan produk sekurang kurangnya keterangan mengenai nama produk, daftar
bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersinya, nama dan alamat pihak
yang memproduksi, keterangan tentang kehalalan, dan tanggal bulan dan tahun
kadaluarsa. Dalam hal ini jelas bahwa pelaku usaha harus mencantumkan
komposisi bahan pada produk yang dijual pada kemasan produk, seperti yang

telah dilakukan pada kemasan produk parfum Minyeuk Pret. &

* Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
Halal)

®Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret
2024.

8 Fahmul lltiham, Muhammad, “Label Halal Bawa Kebaikan ”, Pasuruan. 2019, him.
37.
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Pada pasal 26 disebutkan bahwa tempat pengolahan produk bahan baku
olahan wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak
higienis.¥” Dan pada pasal 27 disebutkan bahwa proses pengolahan produk
mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi,
penyimpanan, pendistribusian dan penyajian tidak diperbolehkan tercampur
dengan sesuatu yang mengakibatkan produk menjadi tidak halal.?® Berdasarkan
ketentuan ini minyeuk pret khususnya pada tahap produksi selalu mengawasi
dan menjaga kebersihan dan kehalalannya dari kontaminasi najis seperti kotoran
hewan maupun kemungkinan najis yang lainnya. Pada produksi minyeuk pret
juga melaksanakan sistem pelaporan dan evaluasi internal yang setiap
kebersihannya seperti penyimpanan alat, bahan baku itu terdapat standarisasinya
seperti yang ditetapkan oleh standar LPPOM MUI. Hal ini harus diperhatikan
oleh setiap pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk, khususnya pelaku
usaha Minyeuk Pret yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini. &

Pelaku usaha sendiri dijelaskan dalam pasal 32 meliputi semua kegiatan
usaha mulai dari hulu yaitu yang berhubungan langsung maupun tidak langsung
terhadap bahan baku halal yang disyariatkan, dan hilir yaitu pelaku usaha yang
meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan baik itu
olahan lokal maupun kemasan.”® Dalam hal ini minyeuk pret sebagai pelaku
usaha hilir berhubungan langsung dengan supplier sebagai pelaku usaha hulu
bahan baku halal yang disyariatkan seperti kandungan essence yang tentunya

telah memiliki sertifikasi halal atau bahan baku yang dihalalkan syariat Islam.

¥ pasal 26 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
D, Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
rete) * Hasil wawancara dengan Daudy Sukma (CEO Minyeuk Pret) pada tanggal 5 Maret
202I4Il) % pasal 32 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
Hala
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Dari semua ketentuan Qanun Aceh berdasarkan pasal di atas tentunya
pihak minyeuk pret terutama bidang produksi telah memenuhi standar halal dan
kualitas pada produknya, yaitu dalam menjaga dan mengawasi alat dan bahan
baku, mulai dari penyimpanan alat dan bahan baku sampai dengan proses
membuat campuran dari berbagai bahan baku menjadi sebuah produk jadi yang
telah dijamin kebersihannya sesuai aturan yang ditetapkan. Namun pihak
minyeuk pret masih terkendala untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM
MPU Aceh perihal satu kandungan yang terdapat dalam proses produksi yaitu
alkohol yang menjadi bahan baku pembuatan produk parfum lokal Aceh ini.

D. Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Sertifikasi
Produk Halal Pada Minyeuk Pret

Berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-
pokok syariat Islam, pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab untuk
menerapkan sistem jaminan produk halal terhadap barang dan jasa yang
diproduksi dan beredar di Aceh. Oleh karena itu, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun
2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dikeluarkan.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 ini bertujuan  untuk
mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari di provinsi
Aceh. Selain itu sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa
produk yang digunakan maupun dikonsumsikan di Aceh sesuai dengan prinsip-
prinsip kehalalan dalam Islam, kemudian dengan adanya Qanun ini dapat
membantu memperkuat perkembangan ekonomi dalam bidang industri halal di
wilayah Aceh. Qanun Aceh ini juga memberikan dasar hukum untuk melakukan
pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di
dalamnya tentang sertifikasi halal.

Dalam syariat Islam, produk halal merupakan hal yang penting. Konsep
halal dalam Islam tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga
untuk produk-produk lainnya termasuk parfum. Banyak ulama menyatakan
bahwa penggunaan alkohol dalam segala bentuk tidak diperbolehkan dalam
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Islam. Dalam hal ini sertifikasi halal pada produk parfum yang mengandung
alkohol menjadi penting bagi sebagian besar umat Islam. Sertifikasi halal
menjamin bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan parfum
tersebut halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini memberikan keyakinan
kepada konsumen bahwa produk yang mereka gunakan tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip agamanya.

Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol
bahwa penggunaan alkohol atau ethanol hasil indutri khamar untuk produk
makanan atau minuman atau kosmetik maupun obat-obatan hukumnya adalah
haram. Jenis khamar yang dilarang adalah ethanol dan methanol, karena
kandungan ini biasanya memiliki kemampuan melarutkan semua jenis bahan
baku kosmetik. **

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 memutuskan ketentuan hukum
sebagai berikut; %

1. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang
mengandung alkohol/etanol (C2H50H) minimal 0.5 %. Minuman
beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya
haram, sedikit ataupun banyak.

2. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi
non khamr) untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila
secara medis tidak membahayakan.

3. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan
hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi
non khamr) untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila
secara medis tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol
(C2H50H) pada produk akhir kurang dari 0.5%.

4. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi
langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr
untuk bahan produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis
tidak membahayakan.

5. Penggunaan produk-antara (intermediate product) yang tidak dikonsumsi
langsung seperti flavour yang mengandung alkohol/etanol non khamr

% Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol
% Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang
Mengandung Alkohol/Ethanol.
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untuk bahan produk minuman hukumnya mubah, apabila secara medis
tidak membahayakan dan selama kadar alkohol/etanol (C2H50H) pada
produk akhir kurang dari 0.5%.

Fatwa ini dijadikan oleh pihak otoritas sebagai pedoman dalam

menjalankan proses sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, obat-
obatan dan kosmetika. Berdasarkan fatwa di atas dapat disimpulkan bahwa
kadar penggunaan alkohol diperbolehkan minimal 0,5 %, dan Penggunaan
alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi
[dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan
produk makanan hukumnya mubah, apabila secara medis tidak membahayakan.
sedangkan kandungan alkohol dalam Minyeuk Pret melebihi 10%, maka produk
Minyeuk Pret belum memenuhi standar kehalalan.

Berikut merupakan skema dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

tentang Sistem Jaminan Produk Halal:
Table 1Skema Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Pasal Keterangan

Pasal 5-9 Mengenai penataan dan pengawasan

Pasal 10-15 | Mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal

Pasal 16-27 | Mengenai bahan baku dan proses produk halal

Pasal 28-31 | Mengenai tata cara sertifikasi halal

Pasal 32-36 | Mengenai Pelaku usaha

Pasal 37-41 | Mengenai kerja sama

Pasal 42-43 | Mengenai peran serta masyarakat

Pasal 44-45 | Mengenai pembiayaan

Pasal 46 Mengenai penyelidikan dan penyidikan

Pasal 47 Mengenai ketentuan ‘uqubat dan pidana

Fokus penulis pada penelitian ini adalah pada pasal 5 tentang penataan
dan pengawasan sampai dengan pasal 36 tentang pelaku usaha. Menurut aturan
pasal mengenai pelaksanaan penataan dan pengawasan, Minyeuk Pret yang
menjadi objek penelitian penulis telah memenuhi standar kualitas yang baik,
karena setiap bahan baku yang digunakan selalu diawasi agar terhindar dari

kontaminasi kandungan lainnya. Kemudian pada aturan pasal tentang tata cara
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sertifikasi halal dan pelaku usaha yang terdapat dalam Qanun Aceh ini juga
telah diikuti dan terpenuhi standarnya oleh usaha Minyeuk Pret.

Menurut pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 bahwa pelaku
usaha di Aceh dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang
tidak halal /tidak bersertifikasi halal, dilarang mencantumkan logo halal pada
kemasan produk yang belum bersertifikasi halal, dan juga tidak diperbolehkan
mencantumkan informasi yang tidak jujur tidak sesuai dengan aturan
perundang-undangan.®® Merujuk pada peraturan yang dijelaskan diatas minyeuk
pret merupakan usaha parfum yang belum memiliki sertifikasi halal karena
salah satu bahan baku yang digunakan tidak sesuai dengan aturan Pasal 3
Namun, sudah banyak produk yang telah tersebar dan digunakan oleh
masyarakat dari berbagai pelosok terutama masyarakat Aceh. Hal ini secara
faktual bertentangan dengan ketentuan yuridis formal. Namun di sisi lain
tindakan yang dilakukan oleh manajemen minyeuk pret merupakan tindakan
yang perlu dilakukan tertama untuk memenuhi kecukupan modal dalam seluruh
biaya operasional termasuk biaya utuk sertifkasi halal .

Sejauh ini mengingat Qanun Aceh merupakan aturan yang bersifat tegas
pelaku usaha minyeuk pret tetap harus menaati aturan yang terdapat pada pasal
35 pada Qanun tersebut, karena ketika dalam jangka waktu lama minyeuk pret
belum memiliki sertifikasi halal maka akan dikenakan sanksi seperti yang
disebutkan dalam pasal 47 bahwa:*

a) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk
yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan
umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling
lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam
ratus) gram emas murni.

* Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
Halal)

** Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk
Halal)
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b) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan

produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan
Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara
sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal perb uatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang
diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama
bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela
pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini hukuman pidana diatas tidak secara langsung diterapkan

apabila menemukan pelaku usaha yang produknya bermasalah, namun ada

sanksi administratif dahulu seperti yang disebut dalam Pasal 36 yaitu melalui:*

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

teguran lisan;

teguran tertulis;

tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
pencabutan sertifikat halal;

tidak diberikan atau dicabut izin usaha;dan/atau
denda administratif.

Upaya penegakan hukum terhadap sertifikasi halal dan labelisasi halal

dibutuhkan kesadaran individu, kelompok, dan kesdaran konsumen. Tujuannya

adalah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam

masyarakat. Salah satu alat utama dalam sistem ini adalah kepatuhan pelaku

usaha dan kesadaran konsumen terhadap sertifikasi halal. *°

Tinjauan Qanun Aceh terhadap sertifikasi halal produk Minyeuk Pret

merujuk pada Pasal yang telah dijelaskan maka produk usaha parfum minyeuk

pret telah memenuhi standar yang diatur pada Bab 2 yaitu Pasal 5-9 tentang

Halal)

* Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang SJPH (Sistem Jaminan Produk

% Ida Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Kota Banda Aceh

(Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016) “ Disertasi Doktora, UIN Ar-raniry, 2023, him.

155.
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Penataan dan Pengawasan, Bab 3 Pasal 10-15 tentang Pelaksanaan Penataan dan
Pengawasan Produk Halal, Bab 5 Pasal 28-31 tentang Tata Cara Sertifikasi
Halal, dan Bab 6 Pasal 32-36 tentang Pelaku Usaha. Namun tidak memenubhi
standar pada Bab 4 Pasal 16-27 tentang bahan baku dan proses produk halal
karena pada proses produksi atau komposisi yang digunakan oleh produk ini
masih menggunakan alkohol, sehingga dalam hal ini usaha minyeuk pret belum
bisa mendapatkan sertifikasi atau sertifikat halal meskipun setiap tahap dalam
proses produksinya memenuhi standar kualitas. Dalam hal ini bentuk penundaan
sertifikasi halal yang diberitahukan oleh pihak LPPOM MPU Aceh kepada
pelaku usaha Minyeuk Pret dalam bentuk email, dan pesan yang dikirimkan

melalui Whatsapp.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh

penulis, maka penulis ingin mengemukakan kesimpulan dan saran-saran demi

kelengkapan penulisan skripsi ini antara lain:

1)

2)

3)

Proses_sertfikasi halal yang dilakukan oleh manajemen Minyeuk Pret
terhadap produk yang telah dipasarkan kepada konsumen berupa
komunikasi dan memberikan keyakinan bahwa produk parfum yang
diproduksi oleh Minyeuk Pret merupakan produk yang telah sesuai
standar kualitas dari LPPOM MPU Aceh. Selain hal itu Minyeuk Pret
tidak dapat melakukan sertikasi halal produk sebelum salah satu
kandungan dari bahan bakunya telah bersertifikasi halal.

Pihak manajemen Minyeuk Pret tidak dapat memenuhi standar halal
seperti yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Dalam
hal ini disebabkan masih adanya kandungan alkohol dalam bahan baku
produknya, kecuali usaha Minyeuk Pret ini bisa menggantikan
kandungan alkohol tersebut dengan inovasi baru pada bahan bakunya.
namun di sisi lain Minyeuk Pret telah memenuhi standar kualitas pada
produknya, termasuk penataan dan pengawasan bahan baku dan
pemeliharaan alat-alat nya, mulai dari penyimpanan hingga proses
pencampuran untuk menghasilkan produk jadi yang memenuhi standar
kebersihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tinjauan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ssitem Jaminan
Produk Halal yang terdapat pada pasal 35 bahwa sertifikasi halal produk
Minyeuk Pret meskipun produknya telah memenuhi standar halal pada
bahan baku selain alkohol dan juga kualitas sesuai dengan ketentuan
yang terdapat dalam Qanun Aceh, namun pelaku usaha Minyeuk Pret
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belum bisa mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Hal
ini disebabkan oleh adanya satu komponen dalam proses produksi, yakni
alkohol.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan,

maka penulis mengajukan saran yaitu kepada:

1)

2)

3)

Pelaku usaha Minyeuk Pret diharapkan dapat mempertahankan standar
kualitas yang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan
pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk
Halal dalam hal menjaga kebersihan, penaatan dan pengawasan terhadap
alat dan bahan baku yang digunakan pada produk. Namun pentingnya
sertifikasi halal seperti yang diatur di dalam Qanun untuk diindahkan
oleh setiap pelaku usaha yang memperdagangkan usahanya di Aceh
termasuk Minyeuk Pret, hal ini bertujuan mengikuti aturan yang ada di
tanah rencong. Dalam hal ini penulis berharap kepada pelaku usaha
Minyeuk Pret untuk mendapatkan supplier alkohol yang sudah
bersertifikasi halal sehingga mempermudah produk minyeuk pret untuk
dapat segera memiliki sertifikasi dan labelisasi halal.

Konsumen dalam memilih produk hendaklah lebih berhati hati dan
mencari tahu lebih dalam tentang sebuah produk sebelum membelinya.
Pentingnya memeriksa lebel halal dan daftar bahan yag tertera pada
kemasan produk agar memberikan jaminan dan kepastian hukumnya.
Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 yang bertujuan untuk
memastikan bahwa semua pihak pelaku usaha terlibat dalam mematuhi
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan
sertifikasi halal produk, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan

berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan.
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2 Apa langkah-langkah yang diambil oleh manajemen dalam
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3 Apa peran manajemen dalam memastikan bahwa seluruh staf dan
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7 Bagaimana manajemen Minyeuk Pret menyesuaikan proses produksi
mereka dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Qanun Aceh No 8
Tahun 2016
8 Bagaimana manajemen memonitor dan mengelola rantai pasokan
untuk memastikan setiap tahap produksi mematuhi ketentuan halal
sesuai Qanun Aceh
9 Bagaimana manajemen merespons perubahan atau amendemen dalam
Qanun Aceh terkait halal, dan bagaimana mereka memastikan adaptasi
yang cepat
10 Bagaimana manajemen Minyeuk Pret berkolaborasi dengan LPPOM

MUI dalam memastikan bahwa proses sertifikasi halal mengikuti
standar yang telah ditetapkan
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Apakah terdapat sistem pelaporan dan evaluasi internal yang
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Apa yang menjadi aspek kritis dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2016
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produknya

13

Bagaimana manajemen Minyeuk Pret menilai dampak Qanun Aceh
terhadap kebijakan dan prosedur internal mereka terkait sertifikasi
halal
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Bagaimana manajemen memastikan bahwa setiap produk yang
dipasarkan oleh Minyeuk Pret memenuhi ketentuan Qanun Aceh No 8
Tahun 2016

15

Apa strategi yang diimplementasikan oleh Minyeuk Pret untuk
menjaga kepatuhan terhadap Qanun Aceh dalam jangka panjang
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